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KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DESA PERON
NOMOR  04 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERON TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERON,

	Menimbang 
	:
	bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020.

	Mengingat 
	:
	1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15  dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012  );
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203 );
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 21);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 7 );
Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita  Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47);Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita  Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3;
Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standarisasi  Beaya Tahun 2019 dilingkungan Daerah Kabupaten Kendal  (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor. 45);
Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49 );
Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38 );
Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangang Lokal berskala Desa                       (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50 );
Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 (Berita  Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 4 );
Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6)sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap,Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30 );
Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019
 di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 19);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Berita Daerah Kabupatin Kendal Tahun 2019 Nomor 62);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 2019);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2019 Nomor 82);  

Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2020 Nomor 13);

Peraturan Desa Peron Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Peron Tahun 2017 Nomor 01); 

Peraturan Desa Peron Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Peron Kecamatan Limbangan (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 8 );

Peraturan Desa Peron Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Peron Tahun 2020 (Lembaran Desa Peron Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Desa Peron Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. (Lembaran Desa Peron Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Desa Peron Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana  Kerja Pemerintah Desa Peron Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Peron Tahun 2020 Nomor 3);


MEMUTUSKAN
	Menetapkan
	:
	PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERON TAHUN ANGGARAN 2020


Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.804.046.471,- (satu milyard delapan ratus empat juta empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 0,- (Nol) sehingga menjadi Rp. 1.804.046.471,- (satu milyard delapan ratus empat juta empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

	Pendapatan Desa

	Semula
	: Rp.  1.804.046.471,00

	Bertambah/(berkurang)
	: Rp.                       0,00

	Jumlah pendapatan setelah perubahan
	: Rp.  1.804.046.471,00

	
	

	Belanja Desa

	Semula
	: Rp.  1.885.772.222,00

	Bertambah/(berkurang)
	: Rp.            195.549,00

	Jumlah belanja setelah perubahan
	: Rp.  1.885.967.771,00

	Surplus/(Defisit) setelah perubahan
	: Rp.            195.549,00

	
	

	Pembiayaan 

	Penerimaan Pembiayaan 
	

	Semula
	: Rp.      81.725.751,00

	Bertambah/(berkurang)
	: Rp.           195.549,00

	         Jumlah penerimaan setelah perubahan
	: Rp.      81.921.300,00

	Pengeluaran Pembiayaan
	

	Semula
	: Rp.      81.725.751,00

	Bertambah/(berkurang)
	: Rp.           195.549,00

	    Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a–b)
	: Rp.      81.921.300,00


Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Peron.

Ditetapkan di : Peron
Pada tanggal  : 29 April 2020

Penjabat Kepala Desa Peron
Cap ttd

PUJI TRI TITI PRAYITNO

Diundangkan di  : Peron
Pada tanggal       : 29 April 2020
Sekretaris Desa Peron

MUCHLASIN
LEMBARAN DESA PERON TAHUN 2020 NOMOR 02 
PERSETUJUAN BERSAMA

PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

BERITA  ACARA 

NOMOR : 141/006/BPD-PRN

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD 

DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN

KABUPATEN KENDAL

TENTANG 

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDESA

TAHUN ANGGARAN 2020

	Pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan april tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan dibawah ini  :



	1.
	PUJI TRI TITI PRAYITNO,S.Sos
	:
	Penjabat Kepala Desa,  dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Peron yang beralamat di  Desa Peron,  selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

	
	
	
	

	2.
	FATCHURROCHMAN
	:
	Ketua BPD Desa Peron



	3.
	JOKO ARIANTONO
	:
	Wakil Ketua BPD Desa Peron

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Peron, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


	4.
	DEWI FAJAR CHOLISHOH
	:
	Sekretaris BPD Desa Peron

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa PERON, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

	

	Menyatakan bahwa   : 



	1.
	PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.



	2.
	PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini.



	3.
	Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Barita Acara ini selambat- lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandanganani Berita Acara ini.



	4.
	Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


	Peron, 29 April 2020


	PENJABAT KEPALA DESA PERON

PUJI TRI TITI PRAYITNO,S.Sos.
	
	KETUA BPD DESA PERON

FATCHURROCHMAN

	
	
	

	
	
	WAKIL KETUA BPD 

DESA  PERON

JOKO ARIANTONO

	
	
	SEKRETARIS BPD 

DESA  PERON

DEWI FAJAR CHOLISHOH


SALINAN








